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BAB. V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP 

terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan 

tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dan 

oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang menindakkan sifat 

melawan hukum dan alasan pembenar yang menindakkan kesalahan dalam 

diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada 

terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang 

ancamannya menurut Pasal 368 Ayat (1) KUHP tersebut diancam dengan 

pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Tetapi dalam perkara ini 

terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (Dua) tahun penjara. 

2. Pertanggungjawaban yang di jatuhkan melalui vonis majelis hakim 

terhadap pelaku pemerasan secara bersama-sama masih terlalu ringan 

mengingat terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan yang di 

anggap sangat meresahkan dan merugikan. Maka dakwaan jaksa yaitu 3 

(tiga) tahun penjara dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 2 (dua) 

tahun penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam 

masyarakat dan korban pada khususnya. mengenai vonis hakim yang 

hanya menjatuhkan 2 (dua) tahun penjara, memang benar bahwa Hakim 

mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi 
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dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan 

pemidanaan. 

B. Saran 

1. Hendaknya hakim memvonis terdakwa lebih berat, tidak mengurangi dari 

tuntutan jaksa, kalau perlu melakukan ultra petita (memvonis lebih dari 

tuntutan). Hal ini bertujuan memberikan efek jera terdakwa agar di 

kemudian hari tidak melakukan kejahatan yang sama. 

2. Hak hakim dalam mengambil putusan tentunya berdasarkan Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (2) yaitu 

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan 

karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat 

keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah 

bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, Kekuasaan 

Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan harus 

di terima oleh pihak korban. 


